BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR °= TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa program Konfirmasi Status

Wajib Pajak merupakan
pelaksanaan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan dan Pember

antasan Korupsi,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan
Konfirmasi Status

Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan
Kewajiban Pajak Di Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat

(6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 46 Tahun
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 174, TambahanLembaran Negara RI]
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Lembaran Negara Rl Tahun
€

3061); mbaran Negara Rl Nomor

1999 tentang

Maluku Utara
3 Nomor 21, Tambahan
ara Rl Nomor 4264),

ng Nomor 25 Tahun 20

Lembaran Neg
| Undang-Unda
Modal (Lemb
Nomor 67




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia Tahun 2015 Nom
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pe

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
90);

Peraturan Presiden Re
2017 tentang Percepa

(Lembaran Negara
or 58, Tambahan

tentang
merintah

10. publik Indonesia Nomor 9] Tahun

tan Pelayanan Berusaha (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang tentang Konfirmasi

. Status Waijib Pajak Dalam
Pernbc.nan Layanan Publik Tertentu Dj Lingkungan
Pemerintah Daerah i a Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 126)

Peraturan Daerah Kabupaten Halma
Tahun 2016 tentang Pembentukan d

aerah Kabupaten Halma
upaten Halmahera Sela
8);

11.

12,

hera Selatan Nomor 8
an Susunan Organisasi
hera Selatan (Lembaran
tan Tahun 2016 nomor
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10.

1L

12.

Maksud dibentuknya Peratur
Konfirmasi Status Wajib Paja

(1)
(2)
(3)

13.

14.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya di singkat PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan o
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan. . 2y
Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dsingkat KPP adalah Unit Kerja

dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan Pelayanan di })idapg
Perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib

pajhak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat
Jenderal Pajak; _

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pcrpajakap yang
selanjutnya disingkat KP2KP adalah unit kerja di lingkungan Dlrgktorat
Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang merupakan perpanjangan
tangan dari KPP Pratama; . .
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pemb_ayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yaing dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik
tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik t

ertentu
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perizinan adalah pemberian le

usaha/kegiatan tertentu, baik
usaha.

Pelaku usaha adalah perseoran

g atau non perseorangan yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
Layanan Publik Tertentu adalah la

galitas kepada seseoarang atau pelaku
dalam bentuk izin maupun tanda daftar

yanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat
BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

;m Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini :

Men_goptimalkan dana bagi hasil pajak
Mcn}ngkatkan kepatuhan wajib pajak
Meningkatkan kemudahan berusaha b

agi pengusaha

/




Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Konfi
memberikan layanan publik tertentu.

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
secara online melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP
Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.

(3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus
menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.

(4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status

Wajib Pajak atas Keterang

an Status Wajib Pajak yang data dan
informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data

BAR 111
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
, (1)

rmasi Status Wajib Pajak sebelum
(2)

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah atau K
Status Wajib Pajak yang Ber
a. Wajib Pajak sudah terd

PP Pratama akan men

isi Informasi tentang:

aftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atay Surat
Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah

disampaikan: dan

Pajak terutang yang sudah dibayar

(2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status W

ketentuan peraturan perundang-undangan

girimkan Keterangan

C.

ajib Pajak berdasarkan

Pasal 6

a. sistem informasi

b. sistem informasi

BAB Iv
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Izin Usaha Perd
Izin Usaha Hiburan;
Izin Usaha Restoran;
Izin Usaha Pan'wisata;

Izin Mendirikan Bangunan:
Izin Usaha p

erikanan;:
Izin Trayek
Izin Pemondokan
Izin Prinsip;
Izin Lokasi:

agangan:

TR moAd oW




BAB V
STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi :
a. Status Wajib Pajak valid dari KPP Pratama; atau
b. Status Wajib Pajak valid dari Bad

an Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Pembinaan pelaksanaan Konfirm
Badan Pengelola Keuan
dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan seba
paling sedikit 1 (satu) kali dal

asi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh
gan dan Aset Daerah dalam konsultasi, monitoring

gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
am 1 (satu) tahun

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati inj mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal = 19 tan

Diundangkan dj Labuha
padg tz




